
BPK AWASI PENGGT'NAAN DANA PAR}OL

Kctua Badan Pcnreriksa Keuangan (tsPK) Moermahadi Socria Djancgara

mcnegaskan pihaknya mendapat ke\\'ena[gan untuk mengawasi dana partai politik sebab ada

bagian dari dana itu yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Karena itu. setiap rupiah yang ditcrima parpol han6.iclas penggunaannya.

"Sumber dana partai ada yang dari dana bantuan APBN dan dana lain. Semuanya

dicampur. Jadi memang kanri audit dana yang dari APBN. Kalau dana dari luar, itu bukan

wervenang kami." ujar Moermahadi di Cedung DPR, Jakarla, kemarin.

'ferkait dengan adan)a dana lain-lain di panai politik, ia menyatakan itu bukan

kewenangan BPK. Justru apabila BPK turut memeriksa, akan teriadi pelanggaran terhadap

perundang-undangon. 'Kecua li DPR ada usulan dalarr UU dialur lagi bahwa kita harLrs

meng-audit semuanya. baru kita pcriksa." lanjutnl,a.

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 menyebulkan bahwa BPK mempunlai ruang

lingkup Iakri penyerahan pertanggungjawaban oleh partai politik kepada BPK dan

pemeriksaan serta penyerahan hasil pemeriksaan oleh BPK atas laporan penanggungjarir'aban

kepada partaipolirik.

Laporan lerdiri atas relapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan, perincian

realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan, serta rekapilulasi barang

inventaris atau modal (fisik). barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang

dibiayai dari dana bantuan keuangan partai politik.

Sebelumnya. pemerintah resmi menerbitkan PP tcntang Kenaikan Dana Parpol. Daha

bantuan kcuangan kepada parpol tingkat p$sat ),ang mendapatkan kursi di DPR dari Rp108

menjadi Rpl.000 per suam sah. Kemudian untuk tingkat DPRD dan pemerinlah

kota./kabupaten mcnjadi Rpl.500 per suara sah,

PP Nomor I 'l ahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor

5 Tahun 2009 tenlang Banllran Keuangan kepada Partai Politik. ),ang dihndatangani

Presiden Jokorvi pada 4 Januari 2018, diundang-undangkan Menteri Hukum dan tlAM

Yasonna Laoly pada 5 Januari 2018. Di sana dijelaskan bahlva kenaikan dana parpol

diberikan unluk pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. serta untuk biaya

operasional sekrctariat paryol.

Saat ini total dana yang dikeluarkan pemerinlah sebesar Rpl3.5 miliar dalam setahun

untuk partai-partai pcserta l'emilu 2014. Dengan kenaikan itu. ada peningkatan sebesar

Rpl I I miliar untuk dana banluan parpol setiap tahun.



Sumbcr:

Mcdia lndonesia.,l April 2018

Catstan :

> Undang-Undong Republik lldonesia Nomor 2 Trhun 2011 tentang Perobahan atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahutr 2008 tentang Psrtai Politik

Pasal 34 A ayat (l) bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (l) hurufc kepada Badan Pemeriksa

Keuangan secara berkala I (satu) tahun sekali unluk diaudit paling lambat I (Mtu) bulan

setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (3) Hasil audit

atas laporan pe(anggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Polilik paling lambat (l) bulan setelah audit.

> Peraturan Pemerintah Republik lrdonesia Nomor I Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Perrturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

B.ntuan Keuargln Kepada Partai Politik

l. Pasal9

a. Ayat (l) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik

dan masyarakat.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan

politik sebagaimana dimaksud pada ayat (l), bantuan keuangan kepada Partai

Politik jugadigunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

2. Pasal 16

a. Ayat (l) menyatakan bahwa bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan

melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 dikenai sanksi administratif berupa tidak

diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggamn berkenaan

sampai laporan pertanggungiawaban dipe.iksa oleh BPK.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan atas lapomn pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

c. Ayat (3) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Partai Politik.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Itrdonesia Nomor 6 Trhun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indolesia

Nomor 77 Tahutr 2014 Pedoman Tlta Cara Penghilungrtr, Petrgatrggrran dal.m

APBD, dao Tertib Admitristrssi Pengaiuatr, Peuyaluran, datr Laporan

Pertanggungiawaban Petrggunaatr Bantuao Keuangan Partai Politik

l. Pasal 12 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Surat pernohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel parrai politik serta

melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:

a. Hurufg berupa lapomn realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan

yang bersumber dari APBN tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa

oleh BPK.

b. Huruf h tlerupa sumt pemyataan ketu.r partai politik yang menyatakan

bertanggungjawab secara lormil dan materiil dalam penggunaan anggaran

bantuan keuangan partai politikdanbersedia dituntut sesuai peraturan perundang-

undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani

Ketua Umum dan Seketaris Jenderalatau sebutan lainnya diatas matemi dengan

menggunakan kop sumt partai politik

2. Pasal 13 menyatakan bahwa Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2

(dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:

a. Huruf f berupa lapomn realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan

yang bersumber dari APBD Provinsi tahun anggaran sebelumnya yang telah

diperiksa oleh BPK.

b. Huruf g berupa surat pemyataan ketua partai politik yang menyatakan

bertanggungiawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggamn

bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan

perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang

ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas matemi dengan

menggunakan kop surat partai politik lainnya di atas materai dengan

menggunakan kop surat partai politik.

3. Pasal 14 menyatakan bahwa Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2

(dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:



c. Huruf f berupa lapomn realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan

yang bersumber dari APBD kabupaten/(ota tahun anggaran sebelumnya yang

telah diperiksa oleh BPK.

d. Huruf g berupa surat pemyataan ketua partai politik yang menyatakan

be(anggungjawab secara lormil dan materiil dalam penggunaan anggaran

bantuan keuangan panai politik dan bersedia dituntut sesuai peratumn

perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang

ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan

menggunakan kop surat partai politik.

Peraturan Badrn Pemeriksa Keuangan Republik Itrdonesi! Nomor 2 Tahun 2015

tetrtang Pemeriksaa[ Laporan Pertatrggutrgiatryabatr Bantuatr Keuatrgan partai

Politik

l. Pasal4

a. Ayat (l) menyatakan bahwa setiap Parpol yang menerima Bantuan Keuangan

wajib menyeEhkan Lapomn Pertanggun&iawaban kepada BPK.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) disalurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)/Penmerintah

Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Parpol melalui transfer dana

dari Rekening Kas Umum Negara./ Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening

Parpol.

c. Ayat (3) menyatakan bahwa rekening Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) merupakan rekening khusus untuk menerima Bantuan Keuangan.

2. Pasal 5 menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggun&iawaban sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan I (satu) tahun sekali paling lambat I

(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Pasal6

a. Ayat (l) menyatakan bahwa penyerahan Laporan Penanggungjawaban yang

bersumber dari APBN dilakukan oleh DPP atau sebutan lain kepada Kemendagri

dan BPK Pusat sesuai dengan kewenangannya.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggungiawaban

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibuktikan dengan tanda terima.

4, Pasal T

a. Ayat (l) menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pe(anggungjawaban yang

bersumber dari APBD dilakukan oleh DPD/DPC atau sebutan lain kepada



5.

6.

'7.

8.

9.

Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPK Perwakilan sesuai dengan

kewenangannya.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 8

a. Ayat (l) menyatakan bahwa Inporan Pertanggungjawaban yang disemhkan

kepada BPK terdiri atas;

1, Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan parpol dan

rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan

2. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik) , bamng persediaan pakai habis,

dan penggunaanjasa yang dibiayaidari dana Bantuan Keuangan Parpol.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Laporan Pertanggung,awaban sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) harus dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang

lengkap dan sah serta sumt pemyataan tanggung jawab (Representation Letter)

yang ditandatangani oleh Ketua DPP/DPD/DPC.

Pasal9

a. Ayat (l) menyatakan bahwa BPK melakukan Pemeriksaan atas Laporan

Pertanggungjawaban sebagimana dimaksud dalam pasal 3 untuk masing-masing

Parpol.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap Laporan Pertanggungiawaban yang telah diterima oleh BPK

paling lambat I (satu) bulan setelah tahun anggaran berakiir.

Pasal ll ayat (l) menyatakan bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 9 diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Laporan

Pertanggungiawaban diterima oleh BPK.

Pasal I2 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan Lapomn Hasil Pemeriksaan

atas Laporan Pertanggungiawaban Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dad

APBN kepada DPP atau sebutan lain, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa BPK Perwakilan menyerahkan Laporan Hasil

Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol yang

bersumber dari APBD kepada DPD/DPC atau sebutan lain, sesuai dengan

kewenangannya.



Kesimpulan:

Setiap Partai Politik wajib menyampaikan lapomn pertanggungjawaban penerimaan

dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 201 I tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik.

Berdasarkan Pemturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor I Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peratumn Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik maka Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprio taskan

untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Pa(ai Politik dan masyarakat serta

untuk operasional sekretariat Partai Politik. Bagi Panai polilik yang melanggar ketentuan

melewati batas waklu atau tidak menyerahkan laporan pertanggundawaban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor I Tahun 2018

dapat dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD

pada tahun anggaran berkenaan sampai lapomn pertanggungiawaban diperiksa oleh BPK.

Pencaimn dana bantuan keuangan untuk partai politik yang diberikan Pemerintah

kepada Partai Politik disesuaikan dengan Pemturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Pemturan Menteri Dalam Negeri

Republik lndonesia Nomor 77 Tahun 2014 Pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran

dalam APBD, dan Tenib Administmsi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik baik bantuan keuangan

yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota.

Laporan Pertanggungjawaban yang diserahkan kepada BPK terdiri atas;

l. Rekapitulasi realisasi penerimMn dan belanja Bantuan Keuangan Parpol dan rincian

realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan

2. Rekapitulasi barang inventariymodal (fisik) barang persediaan pakai habis, dan

penggunaanjasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik harus dilampiri dengan

dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pemyataan tanggung jawab

(Representat ion lptter) yang ditandatangani oleh Ketua DPP/DPD/DPC.

Hal tersebut di atas diatur di dalam Peratumn Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungiawaban Bantuan

Keuangan Panai Politik.


